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0119002083 Pembimbing Kedua :

Enni Merita, SH.,MH

ABSTRAK

Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan di atas
tanah Negara. Sedangkan tanah yang telah dilekati dengan Hak Komunal dan telah
terdaftar atas nama masyarakat hukum adat tertentu juga tidak dapat dikategorikan
sebagai Tanah Negara. Schingga peraturan yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha
dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pemberian Sertifikat Hak Komunal tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dalam bidang pertanahan di Indonesia. Apabila Gubernur
menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya. Penetapan masyarakat
hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur disampaikan kepada
Kepala kantor pertanahan atau kepala kantor wilayah BPN untuk ditetapkan dan
didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat.
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BAB 1V
PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil sebuah

kesimpulan dan disertai saran-saran sebagai berikut:

1

A. Kesimpulan

I. Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan di atas tanah Hak Komunal
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pésal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Hak Gﬁna Usaha hanya dapat
diberikan di atas tanah Negara. Sedangkan tanah ':yang telah dilekati dengan
Hak Komunal dan telah terdaftar atas nama mésyarakat hukum adat tertentu
Jjuga tidak dapat dikategorikan sebagail Témah Negara. Sehingga peraturan

yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan di atas tanah Hak
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